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BAB II 

TEORI NEGARA HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, PERSELISIHAN 

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. 

 

A.   Teori Negara Hukum 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, sebagai berikut: “Negara Indonesia negara 

hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi 

hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang 

tidak di pertanggung jawabkan.
15

 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah 

negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk 

warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa 

susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian 

pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.
16
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Menurut Aristoteles:
17

 

“Yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, 

melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya 

hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan 

yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-

undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari 

kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu 

Menurut aristoteles bahwa yang pentinng adalah mendidik 

manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya 

yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya” 

 

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, 

selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (supremacy of law), 

kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 

dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). 

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama 

(equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). 

Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, 

anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan 

anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi 

perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang  logis, misalnya 

karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu 

dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. 

Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini 

sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara termasuk di negara yang 

hukumnya sudah maju sekalipun. 

                                                             
17 Ibid, Hlm 154 
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Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus 

dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam 

konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep 

kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty. Konsep due process of law 

yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan 

yang fundamental” (fundamental fairness). Perkembangan, due process of law 

yang prossedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis 

dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan 

kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang 

pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli 

seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, 

memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang 

pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat 

mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk 

hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan 

benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan 

mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untukberpergian kemana dia 

suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (equal protection) dan hak-

hak fundamental lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan due process of law 

yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa 

pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat 

mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-

wenang. 
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B.   Konsep Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan 

dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan 

hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait 

eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan 

hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara 

hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk 

pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk 

diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara 

warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan 

kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga 

negaranya. 

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum 

merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib 

memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita 

mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga 

mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan 

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 
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Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, 

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
18

 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam 

bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik 

yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu 

sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. 

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :
19

  

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah 

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain 

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak 

                                                             
18 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133. 
19 Bismar Siregar, Keadilan Hukum dan Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali Press, Jakrta, 

1986, Hlm 3 
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asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

dari kesewenangan. 

3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun. 

4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak 

terpenuhinya hak-hak tersebut. 

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya 

suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan 

sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :
20

 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif 

ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan 

hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam 

                                                             
20 Ibid Hlm 4 
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mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2.  Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum. 

 

C. Perselisihan Hubungan Industrial 

Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja pada 

dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan 

perusahaan.Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan 

perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara 

pengusaha dan pekerja. Bila sampai terjadi perselisihan antara pekerja dan 

pengusaha, perundingan bipartit bisa menjadi solusi utama agar mencapai 

hubungan industrial yang harmonis. Hubungan industrial yang kondusif antara 

pengusaha dan pekerja/buruh menjadi kunci utama untuk menghindari terjadinya 
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PHK, meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh serta memperluas kesempatan 

kerja baru untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. 

Menurut UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 16, 

Hubungan Industrial  adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para 

pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur 

pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua 

pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di 

suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus dicipatkan sedemikian rupa 

agar aman, harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terus 

meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak 

yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. 

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang 

mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan 

Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja 

danperselisihan antar serikat pekerja/serikat Buruh dalam satu perusahaan  (Pasal 

1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial).
21

 

Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat di selesaikan melalui 

perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian 

dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi 

                                                             
21

 Sentanoe Kertanegoro, Hubungn Industrial-Hubungan Antara Pengusaha Pekerja dan 

Pemerintah, YTKI, Jakarta, 1999, Hlm 16 
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gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan 

di Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 

2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan 

pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja / serikat buruh atau antara serikat 

pekerja / serikat buruh dan serikat pekerja / serikat buruh yang lain dalam satu 

perusahaan yang berselisih. Perundingan Bipartit adalah perundingan secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit 

harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan dilaksanakan. 

Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan maka para pihak wajib 

membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan 

Hubungan Industrial.
22

 

Pengahkiran atau pemutusan hubungan kerja adalah merupakan salah satu 

jenis perselisihan hubungan insdustrial, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI) terdapat 4 (empat) 

jenis perselisihan hubungan industrial yakni :
23

 

1. Perselisihan Hak. 

2. Perselisihan Kepentingan. 

3. Perselisihan Hubungan Kerja (PHK). 

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja Dengan Perusahaan. 

Perselisihan hak adalah perselisiahan yang timbul karena tidak 

dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap 

ketentuan Undang-Undang perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

                                                             
22 Ibid, Hlm 18 
23 Edy Sutrisno Sidabutar, Pedoman Penyelesaian PHK, Elpress, Tanggerang, 2007, Hlm 1 
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kerja bersama. Perselsihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat 

pekerja/buruh lain halnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya 

penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban 

keserikat pekerjaan.
24

 Sedangkan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah 

perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 

 

D. Fungsi Hubungan Industrial. 

Perselisihan di dalam perusahaan merupakan sesuatu yang amat 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan, banyak hal yang selalu menjadi 

pemicu permasalahan antara karyawan dan perusahaan, untuk itu perlunya suatu 

proses mediasi yang dilakukan agar dapat meredam terjadinya perselisihan 

tersebut. Proses mediasi inilah yang kemudian disebut sebagai Hubungan 

Industrial. Kegiatan yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di dalam sebuah 

Perusahaan bisa dikatakan lebih dari sekedar dari hal-hal yang berkaitan dengan 

pengelolaan organisasi perusahaan itu sendiri. Perkembangan yang berkaitan 

dengan Hubungan Industrial merupakan cerminan adanya perubahan-perubahan 

dalam sifat dasar kerja di dalam suatu masyarakat (baik dalam arti ekonomi 

maupun sosial) dan adanya perbedaan pandangan mengenai peraturan 

perundangan undangan tentang ketenagakerjaan. Kegiatan Hubungan Industrial 

dapat dijelaskan, yaitu “meliputi sekumpulan fenomena, baik di luar maupun di 

                                                             
24 Ibid, Hlm 2 
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dalam tempat kerja yang berkaitan dengan penetapan dan pengaturan hubungan 

ketenagakerjaan”. Namun, sulit untuk mendefinisikan istilah “Hubungan 

Industrial” secara tepat yang dapat diterima secara universal. Memang muncul 

pernyataan yang mendefinisikan “Hubungan Industrial” dikaitkan dengan laki-

laki, bekerja penuh waktu, mempunyai serikat buruh, pekerja kasar di unit pabrik 

besar yang menetapkan tindakan-tindakan pengendalian, pemogokan, dan 

perundingan bersama.
25

 

Namun, di Indonesia Hubungan Industrial ternyata berkaitan dengan 

semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja di suatu perusahaan tanpa 

mempertimbangkan gender, keanggotaan dalam serikat pekerja/serikat buruh, dan 

jenis pekerjaan. Hubungan Industrial juga seharusnya tidak dilihat hanya dari 

persyaratan peraturan kerja organisasi yang sederhana, tetapi juga harus ditinjau 

dari hubungan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas (dipandang secara 

komprehensif). Dengan kata lain Hubungan Industrial harus dipadukan dengan 

bidang sosial, politik dan ekonomi, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain atau masing-masing tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam Undang-Undang 

Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 16 disebutkan bahwa pengertian dari 

Hubungan Industrial adalah Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 

dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh dan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-

Undang 1945.
26

 

                                                             
25 Ibid, Hlm 34 
26 Ibid, Hlm 35 
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Secara sederhana, pengertian mengenai Hubungan Industrial adalah 

sebuah sistem hubungan yang terbangun atau terbentuk antara para pelaku proses 

produksi barang dan/atau jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-

pihak yang terkait di dalam hubungan ini terutama adalah pekerja, pengusaha, dan 

pemerintah yang kemudian diistilahkan sebagai tripartit. Dalam proses produksi 

pihak-pihak yang secara fisik sehari-hari terlibat langsung adalah pekerja/buruh 

dan pengusaha (operator), sedangkan pemerintah terlibat di dalam hal-hal tertentu 

saja terutama yang berkaitan dengan atau sesuai kewenangannya (regulator). 

Hubungan Industrial berawal dari adanya hubungan kerja yang lebih 

bersifat individual antara pekerja dan pengusaha. Pengaturan hak dan kewajiban 

pekerja diatur melalui perjanjian kerja yang bersifat perorangan. Perjanjian kerja 

ini dilakukan pada saat penerimaan pekerja, antara lain memuat ketentuan 

mengenai waktu pengangkatan, persoalan masa percobaaan, jabatan yang 

bersangkutan, gaji (upah), fasilitas yang tersedia, tanggungjawab, uraian tugas, 

dan penempatan kerja. Di tingkat perusahaan pekerja dan pengusaha adalah dua 

pelaku utama dalam kegiatan Hubungan Industrial. Dalam Hubungan Industrial 

baik pihak perusahaan maupun pekerja/buruh mempunyai hak yang sama dan sah 

untuk melindungi hal-hal yang dianggap sebagai kepentingannya masing-masing 

juga untuk mengamankan tujuan-tujuan mereka, termasuk hak untuk melakukan 

tekanan melalui kekuatan bersama bila dipandang perlu. Di satu sisi, pekerja dan 

pengusaha mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kelangsungan hidup dan 

kemajuan perusahan, tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga mempunyai 

potensi konf1ik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang 
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tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak. Hubungan industri 

melibatkan sejumlah konsep, misalnya konsep keadilan dan kesamaan, kekuatan 

dan kewenangan, individualisme dan kolektivitas, hak dan kewajiban, serta 

integritas dan kepercayaan. Sementara itu, fungsi utama pemerintah dalam 

Hubungan Industrial adalah mengadakan atau menyusun peraturan dan 

perundangan ketenagakerjaan agar hubungan antara pekerja dan pengusaha 

berja1an serasi dan seimbang, dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban yang 

adil. Di samping itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelesaikan secara 

adil perselisihan atau konflik yang terjadi. Pada dasarnya, kepentingan pemerintah 

juga untuk menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih 

luas.
27

 

Tujuan akhir pengaturan Hubungan Industrial adalah untuk meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kedua tujuan ini 

saling berkaitan, tidak terpisah, bahkan saling mempengaruhi. Produktivitas 

perusahaan yang diawali dengan produktivitas kerja pekerjanya hanya mungkin 

terjadi jika perusahaan didukung oleh pekerja yang sejahtera atau mempunyai 

harapan bahwa di waktu yang akan datang kesejahteraan mereka akan lebih 

membaik. 

Sementara itu kesejahteraan semua pihak, khususnya para pekerja, hanya 

mungkin dapat dipenuhi apabila didukung oleh produktivitas perusahaan pada 

tingkat tertentu, atau jika ada peningkatan produktivitas yang memadai, yang 

mengarah ke tingkat produktivitas sesuai dengan harapan pengusaha. Sebelum 

                                                             
27 Ibid, Hlm 37 
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mampu mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan, semua pihak yang terkait 

dalam proses produksi, khususnya pimpinan perusahaan, perlu secara sungguh-

sungguh menciptakan kondisi kerja yang mendukung. Kunci utama keberhasilan 

menciptakan Hubungan Industrial yang aman dan dinamis adalah komunikasi. 

Untuk memelihara komunikasi yang baik memang tidak mudah, dan diperlukan 

perhatian secara khusus. Dengan terpeliharanya komunikasi yang teratur 

sebenarnya kedua belah pihak, pekerja dan pengusaha, akan dapat menarik 

manfaat besar.
28

 

E. Pemutusan Hubungan Kerja 

Setiap orang yang hidup sudah pasti membutuhkan biaya untuk dapat 

menyambung hidupnya. Untuk bisa mendapatkan biaya tersebut setiap orang 

harus mencari dan melakukan pekerjaan. Bekerja dapat dilakukan secara sendiri 

maupun bekerja pada orang lain. Di dalam melakukan sebuah pekerjaan tentunya 

terdapat hubungan kerja antara pekerja dan pengusahanya, dimana hubungan kerja 

tersebut dituangkan ke dalam suaatu bentuk perjanjian atau kontrak kerja. Di 

dalam kontrak kerja tersebut memuat semua yang menjadi hak dan kewajiban para 

pekerja dan pengusahanya seperti pendapatan upah/gaji dan keselamatan kerja. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah salah satu hal dalam dunia 

ketenagakerjaan yang paling dihindari dan tidak diinginkan oleh para 

pekerja/buruh yang masih aktif bekerja. Untuk masalah pemutusan hubungan 

kerja yang terjadi sebab berakhirnya akta yang telah di tetapkan dalam kontrak 

kerja yang tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak yaitu 
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pekerja dan pengusahanya karena antara pihak yang bersangkutan sama-sama 

telah menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut. 

Beda halnya dengan PHK yang terjadi secara sepihak yaitu oleh pihak 

pengusahanya. Harapan untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi 

kebutuhan hidup telah pupus begitu saja lantaran terjadinya PHK yang tidak 

diduga oleh para pekerja. Hal ini di karenakan kondisi kehidupan politik yang 

goyah,kemudian disusul dengan kondisi perekonomian yang berdampak pada 

banyak industri yang harus gulung tikar, dan  tentu saja berdampak pada 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sangat tidak terencana.  Dalam hal 

menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu 

pengusaha dan pekerja/buruh harus benar-benar mengetahui hal-hal yang 

berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja/buruh agar mereka bisa 

mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK.
29

 

Hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan 

kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja yang terjadi dewasa ini tidak 

memberikan jaminan kepastian apakah seseorang dapat bekerja secara terus 

menerus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya. Fleksibelitas bisa selalu 

terikat pada jam kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja 

itu sendiri. Pengertian atau definisi outsourcing dalam hubungan kerja tidak di 

temukan dalam Pasal 64 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan 

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pekerjaan atau 

penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Kesimpulannya 
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outsourcing adalah hubungan kerja yang fleksibel yang berdasarkan pengiriman 

atau peminjaman pekerja. Meskipun pekerja tidak mempunyai hubungan kerja 

dengan perusahaan pengguna, akan tetapi Undang-Undang sebenarnya mengatur 

perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi pekerja dari perusahaan penyedia jasa 

berstatus pekerja di perusahaan pengguna. (Pasal 65 Ayat (4) UU 13/2003). 

Tidak adanya jaminan kepastian seseorang dapat bekerja secara terus 

menerus dalam hubugnan kerja yang dilakukan secara outsourcing timbul karena 

hubungan kerja menyangkut tiga pihak, yaitu perusahaan pengguna, perusahaan 

penyedia jasa, dan pekerja. Model kontrak outsourcing berpeluang memunculkan 

sengketa perburuhan, hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki perangkat 

hokum yang khusus mengatur mengenai status pekerja dari perusahaan penyedia 

jasa.
30

 Konflik hubungan kerja ini bagkan terus berlanjut hingga terjadi 

perselisihan hubungan industrial yang dibawa hingga tingkat kasasi. Pada 

umumnya dalam beberapa kasus, pengadilan tidak dalam memenangkan pekerja 

outsourcing yang meminta dipekerjakan kembali di perusahaan pengguna maupun 

apabila diputus hubungan kerjanya dilakukan prosedur PHK seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang karena pada dasarnya secara hukum hubungan kerja yang 

terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja, bukan dengan 

perusahaan pengguna. 

Permasalahan lain dalam hubungan hukum berupa hubungan kerja adalah 

mengenai sanksi. UU No. 13/2003 tidak memuat mengenai sanksi terhadap 

pelanggaran ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur mengenai perjanjian kerja. Hal 
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ini secara yuridis di dasari amat rawan bagi pekerja untuk menuntut hak-haknya 

secara hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerja 

dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karenanya wajar apabila terjadi pekerja 

yang bekerja terus-menerus dengan sistem kontrak yang di perbaharui, atau 

bahkan kemudian dialihkan menjadi pekerja outsourcing yang konsekuensi sanksi 

hukumnya lebih mudah dihindari oleh perusahaan pengguna.
31

 

Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Swasta pada mulanya diatur 

dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, 

Undang-Undang yang dicabut oleh Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Sehingga 

sebelum tahun 2004 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial yang menggantikan    Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1964 Tentang PHK. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 hanya 

mengatur masalah pemutusan hubungan kerja yang diatur di dalam Undang-

Undang tersebut meliputi pemutusan hubungan kerja pada antatra lain:
32

 

1. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak. 

2. Badan usaha milik perseorangan atau milik badan hukum, baik milik swasta 

maupun milik negara. 

3. Usaha-Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 disebutkan setiap PHK yang 

terjadi harus mendapatkan izin dari PSD untuk PHK perorangan dan PSP untuk 
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PHK masal. Sedangkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 masyarakat 

PHK setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. 

Pada dasarnya, pengakhiran hubungan kerja harus mendaptkan penetapan 

dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 151 ayat 2 UU 

No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa dalam hal tidak ada kesepakatan diantara 

pengusaha dan pekerja mengenai pengakhiran hubungan kerja, maka penguaha 

hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah 

memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial.
33

 

Namun demikian, dalam praktek tidak selalu pemutusan hubungan kerja 

ditetapkan lewat keputusan lembaga PPHI, karena adakalanya pengakhiran 

hubungan kerja tersebut dapat diselesaikan dan disepakati oleh pengusaha dan 

pekerja/buruh lewat musyawarah mufakat. Penggunaan instrument lembaga PPHI 

justru digunakan jika masalah pengakhiran hubungan kerja tersebut tidak 

mendapatkan persetujuan/kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketidaksepakatan 

tersebut bias menyangkut pemutusan hubungan kerja itu sendiri dan atau bias juga 

menyangkut akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja. 

Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 juga memberikan pengecualian untuk 

jenis PHK tertentu yang tidak memberikan pengucualian untuk jenis PHK yang 
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tidak memerlukan penetapan lembaga PPHI. Beberapa jenis PHK yang tidak 

memerlukan penetapan PPHI diantaranya adalah :
34

 

1. Pekerja/buruh mengundurkan diri. 

2. Pekerja/buruh mangkir 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih. 

3. Pekerja/buruh dalam masa percobaan. 

4. Pekerja/buruh yang berakhir masa kontrak kerja. 

 

F. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Hubungan  industrial  adalah  suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri  dari  

unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan  pemerintah  yang  didasarkan pada  nilai-

nilai  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia Tahun 

1945.Dahulu  istilah  yang  digunakan  adalah  Hubungan  Industrial  Pancasila,  

di mana  prinsip  Hubungan  Industrial  Pancasila  bahwa  setiap  keluh  kesah  

yang terjadi dalam perusahaan dan masalah-masalah ketenagakerjaan lain yang 

timbul  harus  diselesaikan  secara  kekeluargaan  atau  musyawarah  untuk  

mufakat. 

Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, 

konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan dan 

komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam perusahaan. Hubungan 

industrial memiliki tujuan bahwa dalam proses interaksi dalam perusahaan 
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tercipta suasana yang saling mendukung antara pekerja serta elemen yang terdapat 

dalam perusahaan, membangun kemitraan dan pemberdayaan antara 

pekerja/buruh perusahaan dan organisasi dalam perusahaan tersebut. 

Dalam dimensi kemitraan dan pemberdayaan, hasil akhir hubungan 

kemitraan antara perusahaan dengan organisasi, atau pekerja/buruh akan dicirikan 

oleh beberpa aspek berikut. Pertama, kesejahteraan. Semua yang terlibat dalam 

hubungan kemitraan melampui kebutuhan fisik minimunan. Kedua, akses sumber 

daya. Tidak ada halangan untuk mendapatkan akses, termasuk kesempatan yang 

sama dalam jenjang karier yang ditunjukkan dengan prestasi dan persaingan 

terbuka. Ketiga, kesadaran kritis. Bahwa dalam menjalankan pekerjaan selalu 

dilandasi oleh semangat diperintah oleh diri sendiri secara bertanggung jawab. 

Keempat, partisipasi. Kelima, kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan layaknya 

memerintah diri sendiri. Hubungan industrial pada dasarnya menitik beratkan 

pada hak dan kewajiban diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Hak dan 

kewajiban yang melekat pada individu kemudian berkembang menjadi hak dan 

kewajiban secara kolektif. Sifat kolektifitas ini kemudian digunakan sebagai 

sarana untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar mendapat 

perlakuan yang baik dan memeperoleh hak-haknya secara wajar. Hubungan 

industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau 

berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. 

Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan 

langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping 

itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor 
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produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai 

masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah 

juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan 

perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan 

industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. 

Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara 

manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.  Prinsip 

hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas 

keberhasilan dan selangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan 

industrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini:
35

 

1. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, 

sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan 

perusahaan. 

2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. 

3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing 

mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian 

tugas. 

4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. 

Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan 

berusaha dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat 

meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan 
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kesejahteraan pekerja. Dunia perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia 

mengalami perubahan besar seiring dengan perubahan politik dan ekonomi. 

Perubahan ketenagakerjaan didorong oleh adanya reformasi dan kesepakatan 

Negara-negara anggota organisasi ketenagakerjaan internasional (ILO) untuk 

menerapkan konvensi-konvensi dasar organisasi tersebut. 

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antar 

para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri atas pengusaha, 

pekerja/buruh dan pemerintah. Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dan pekerja/buruh berdasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah dan perintah. Di Indonesia sendiri telah menerbitkan ketentuan 

perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan antara lain Undang-

Undang No 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang 

No.21 Tahun 1945 tentang Perjanjian Perburuhan, dan Undang-Undang No. 22 

Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang No. 1 

tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
36

 

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Ketenagakerjaan merumuskan hubungan 

industrial sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 

proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan 

perselisihan hubungan industrial dirumuskan sebagai perbedaan pendapat yang 
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mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 

pekerja/buruh atau serikat perkerja/serikat buruh karena adanya perselisihan 

mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan 

kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 

perusahaan. 

  Prinsip Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial menganut prinsip-prinsip dalam penyelesaiannya, antara lain:
37

 

1. Musyawarah Untuk Mufakat: sebelum menempuh proses penyelesaian 

lebih lanjut, para pihak yang berselisih harus melakukan musyawarah 

untuk mufakat. 

2. Bebas Memilih Lembaga Penyelesaian Perselisihan: para pihak untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang mereka hadapi 

berdasarkan kesepakatan bebas memilih penyelesaian melalui lembaga 

Arbitrase, Konsiliasi ataupun Mediasi, untuk menyelesaikan 

perselisihan yang mereka hadapi sebelum melakukan gugatan melalui 

Pengadilan Hubungan Industrial. 

3. Cepat, Adil, dan Murah: undang-undang telah memberikan batasan 

waktu yang jelas terhadap setiap tahapan dalam penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial. Misalnya, proses bipartitit (30 hari); 

arbitrase, konsoliasi atau mediasi (30 hari). Waktu penyelesaian pada 

Pengadilan Hubungan Industrial adalah 50 hari kerja dimana untuk 

perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja/serikat buruh 
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putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah final. Prinsip adil, 

tercermin dari penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dan 

serta bila dilihat dari segi putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan 

Industrial dan Mahkamah Agung yang diputus oleh Hakim Majelis 

terdiri dari Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc diharapkan dalam 

mengambil keputusan mencerminkan rasa keadilan. Prinsip murah, 

bahwa beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak yang 

berperkara tidak dikenakan biaya perkara hingga pada pelaksanaan 

eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp 150.000.000, tidak adanya 

upaya banding kepada Pengadilan Tinggi serta pembatasan 

perselisihan hubungan industrial yang dapat dilakukan Kasasi ke 

Mahkamah Agung. 

 

 

  

 

 

 


